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EKSISTENSI LEMBAGA"NEGARA DAITAM,
PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Oleh:
Nany Suryawati, SH.,-MH
ABSTRACT T .:..
'345 Constitution'after the 4th amendments, has set about the State ,lnstitutions,strating
-:,n Article 2 to Article 24 by considering the changes in. tlne,'strueture of,.state institutions,
:+=use the Peoples Consultative Assembly as an institution isrno longer,the Supreme
S=le but the parallel with the President; the House,"of Representatives, ,CPC, MA,
l::stitutional Court; as well a.9 its authority. The provisions of Article 2 paragrapll (1), Article
-: CandArticle22Dot 1945constitutionshowsasif lndonesiasy$tem:of twocharnbers
3 
=meral), which is generally adopted by the State in the form of federation or union like:e 'Jnited States. Representatives of the people as the holder of sovereignty incorporated in
:e People's Consultative Assembly who actually have a different authority withthe authority
- :e 1945 Constitution b-efore the amendment or alteration of up to 4 (toufl tirnes.
, :]
&y*ords: Authority, State lnstitutions.
Pendahuluan
Undang Undang Dasar 1945 sebelum prubahan, dalam Pasal 1 ayal(2) menentukan
--a ,va : .Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan ,sepenuhnya.oleh Majelis
=:'-usyawaratan Rakyat "; dan pada masa orde baru , Majelis Fermusyaawaratan
=:.,'at ( MPR ) membuat / menerbitkan'Ketetapan;Ketqtapan,MPR yang rnenetapkan
.e^,\a - Majelis berketetapan untuk melaksanakan Undang:Undang,p2sar 1,945 secara
--.. dan konsekuen serta menetapkan'- tidakakan mengubah Undang Undang Dasar
'3j a<an tetapi ternyata MPR telah melakukan penyimpangan terhadap pernyataan /
.e'.3=:e.rnya sendiri , dengan melakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar
.35-oanyak4(empat)tahap,yangdimulaitahun1999hinggal2002.
:=a laperubahan terhadap.Undang Undang.Dasar 1945 (,pada Batang fubuh nya )
-zz :egas juga mengubah predikat,'Lembaga Tertinggi,,r' MPR menjadia 'lLernbaga
"==a' selajar dengan Lembaga-lembaga Negara lainnya, ycllg termaktub,dalam Pasal' ?:z 2) Undnag Undang Dasar 1945: " Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
: 
€rs-€Kan menurut Undang Undang Dasar,l!t sehingga pelaksana kedaulatan rakyat
3=.a- 'akyat sendiri melalui,perwakilannya.di Dewan Perurakilan Rakyat dan,bukan di
uae s Permusyawaratan Rakyat ( MPR ), sehingga MPR bukan lagi,sebagai,'lLembaga
-":-fg Negara".
-a--a a kedudukan MPR sebagai Lembaga Negara dan juga bagaimana
."-€.€:!an yang diberikan Undang lJndang Dasar kepada.MPR.?
t.t?: a lnformasi llmlah No. 5il Th.XVlll/Agustus 2011 Pub'lished by Muhammadiyah fi
- 
- 
...s,ry of Surabaya
r
[. Lembaga-Lembaga Negara,dan KeWenangannya
Pasal2 ayat (1) menentukan bahwa : " Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan rakyat,dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih
melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang " ; Pasal22 C
dan D menentukan bahwa jumlah seluruh anggota Dewan Penvakilan Daerah tidak
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ); sehingga
ketentuan member okesan" seakan-akan lndonesia menganut sistem dua kamar'(
;bicameral,), yang,,pada,umu,mnya,.dianut oleh Negara 
- 
Negara federasi atau Negara
serikat,seB'ertirAmenika Serikat, yang pada setiap Negara bagiannya mempunyai,wakil
;di Parliament,,yeng disebut Senaferdan wakil dari negara bagian itu disebut: Sena:tor 
,
sedangkan,wakil.wakil darii Negara Federal terhimpun dalam wadah " House of
Represenfative ,", sehingga Lernbaga Negara Tertinggi di Amerika Serikat yaitu
Congress,, terdiri :atas Houserof Representative dan Senate.
,,
Pasal 1ayat (2) Undang Undang.'Dasar 1945 menentukan bahwa:'i Negara
lndonesia'ialah Negara ,Kesatuan yang berbentuk Republik ", sehingga di sebut :
Negara,Kesatuan Republik lndonesia ( NKRI ), oleh karena itu, sebagai Negara
Kesatuan jelas tidak ada Negara Bagian , yang ada adalah : Provinsi - Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, akan tetapidi beri kewenangan
untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan otonomi daerah yang diatur dalam
Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945.
Ketentuan Pasal 22 C dan D Undang Undang Dasar 1945 adalah jauh berbeda
dengan sistem di Negara Serikat, akan tetapi dengan ketentuan ini pula menimbulkan
suatu pemikiran 
- 
masih diperlukankah lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah -
padahal Dewan Perwakilan Rakyat adalah juga perwakilan rakyat yang ada di daerah,?
Lembaga Negara.yang lain, seperti Mahkamah Konstitusi yang '"mengambil"
sebagian kewehangan Mahkamah. Agung - yaitu hak menguji materiil suatu Undang
Undang -, menyebabkan':perubahan: pula dalarn Struktur /Iata Urutan Perundang-
undangan, yang kemudiar,r diatur dalarn lJndang Undang Rl Nomor 10 Tahun 2004,
dengan menetapkan bahwa Ketetapan MPR No lll Tahun 2000 dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 7 Undang Undang No 10 Tahun 2004 ayat (2 c ) menyatakan bahwa untuk
tingkat "desa" 
- 
peraturan desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala
Desa, hal ini rnenunjukkan bahwa" sampai tingkat pemerintahan yang pating bawah (
desa ) pun'ada Badan'Perwakilart'Desa:yang mempunyaifungsidan wewenang seperti
Dewan Fer,wakilan Rakyat dan Kepala Desa:menjadi "presiden " di desanya.
: Perubahan yang sangat mendasar dari kewenangan MPR ini menyebabkan fungsi
regular,MP,R hanya melantik Presiden, dan bila di kemudian hari ada keinginan untuk
mngubah'Undang,Undang,Dasar;.dapat dibentuk Badan Konstituante atau Komisi
Konstitusi yang independent.
Perubahan yang dilakukan sebanyak 4 (,empat ) tahap terhadap Undang Undang
Dasar 1945 ini, belum menetapkan pilihan yang tegas untuk sistem pemerintahan di
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lndonesia, karena paradigma yang ada. rnasih menggurnqkan sistem pemisahan
k€kuasaan, dengan mekanisme pembentukkan,undang-undang yang dilakukan dengan
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Perubahan, tahap lll menetapkan
sistem - check's & balances 
- 
dengan mnempatkan Fresiden dipilih secar,a langsung,
sehingga tidak ada lagi fungsi MPR untuk membentuk GBHN, Sistern ini rnenetapkan
bahwa utusan daerah yang mempresentasikan daerah,dalam pernbentukan kebijakan
nasional.
Undang Undang Dasar hasil perubahan hingga 4 ( empat ) tahap ini memberi
wadah baru Dewan Perwakilan Daerah,( DPD ) yang:keanggotaannya dipilih melatui
Dewan Peruakilan Daerah ditempatkan sebagai institusi'yang mempresentasikan
daerah dengan kewenangan yang terbatas yaitu hanya menjalankan fungsi legislasi -
dalam hal mengusulkan ; ikut membahas ; dan mengawasi pernbentukkan undang
undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, F,enyusun perubahan Undang
Undang Dasar membentuk Dewan Penvakilan Daerah bukan bertujuan untuk
menjadikan sistem bicameral dalam pembentukkan undang undang, akan tetapi tetap
berpedoman pada sistem pembagian kekuasaan yang dibentuk dengan persetujuan
bersama DPR dan Presiden. $istem ini''berbeda dengan,sistem yang dilakukan pada
pemerintahan Negara-negara yang memiliki,penrvakilan daerah (,SenafeJ seperti di
Negara federal ( Amerika Serikat )
Eksistensi dan Peran Lembaga Negara dalam Pemerintahan
Pembentukkan Undang Undang dalam kerangka tata kelola menghadapitata cara
baru, karena demokrasi ditetkkan pada sistem,"kerjanya yaitu : check's & ba/ances
teinadap negara, masyarakat dan pelaku ekonomi ,
Upaya ;upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam' pembentukkan hukum
setidaknya telah dijamin dalam Undang Undang No 10 Tahun 2004,tentang Tata Carapembentukkan Peraturan Perundang.undangan; Undang Undang No 32 Tahun 2004
:3ntang Pemerintahan Daerah; Undang Undang No 27 fahun 2009,tentang.MFR, DPR,
l>D dan DPRD.
Selain itu untuk membangun transparansi juga.telah dilengkapi,dengan Undang
- 
-.:ang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Fublik dan Undang Undang No. 37
-=- 
-a 2008 tentang Ombudsman. 
:
:.<an tetapi dalam masa peralihan paradigrna,i6i , rnasih terlihat dalam pengambilan
.:.'-ii.rsan di lembaga DPRD, semua pendapat dad pandangan adalah' dari fraksi,
t,j=r] refleksi dan keinginan seorang anggota 'DPRD ,yang irmernperjugngkan
. +€rtrngan daerah pemilihannya, sehingga hal ini,tidak sinkron dengan sistem pemilu
.a-E menggunakan cara pemilihan langsung dengan Daerah Pemilihan ( dapil ),
:a-:al seharusnya setiap anggota yang rnenjadi wakil, daer:ahnya masing-masing,
-r",.--:akan alat masyarakat di daerah pemilihan untuk memperjuangkan masyarakat
, a:,; memilihnya, supaya tampak jelas hubungan antara rakyat dan wakil yangl; --ya. sistem yang belum jelas dan kurang transparant ini mmpengaruhi
:*-,3e ri b i lan keputusan di lembaga penivakilan,
t.r=t a lnfarmasi tlmiah No. 5.5/Th.XVilUAgustus 2011 Puhlished by Muhammadiyah lg
tv.
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Masyarakat yang ' terwakili ' tetap saja " tidak tenarakili ", karena masih ada ruang
kosong antar wakil dan.,rakyat yang akhirnya dipergunakan oleh para pelaku ekonomi
,kuat untuk' kepentingan ,pasar dan kekuatan 'Ekonominya. Oleh karena itu, untuk
rnenerapkan sistern . eheck,s & balances - dalam pembentukkan hukum memerlukan
landasan regulasi yang kuat untuk member:i ruang fair play antara pilar:, juga diperlukan
- political will -para pengambil kebijakan untuk perbaikan kultur masyarakat, sekaligus
mempercepat penguatan masyarakat.
Komisi-Komisi Negara
r Penyelenggaraan.lata kelola pemerintahan: yang baik, tidak cukup dilakukan oleh
lembaga-lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945,
sehingga dibentuk lembaga-lembaga Negara di luar Undang Undang Dasar 1945, yang
disebut : auxiliary bady alau regulation body,.
Komisi-komisi ini bersifut independent, tidak berada dibawah kekuasaan lembaga
yang lain, dan keberadaan komisi-komisi ini untuk mendorong perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baikdan terutarna mewujudkan supremasi hukum dan menjalankan
fungsi pengawasan
Namun apa yang terjadi pada saat ini, a-sinkonisasi antar komisi yang ada, karena
tidak ada:desain khursus mengenai;, kebutuhan akan komisl tersebut, sehingga
secepatnya harus diadakan evaluasi untuk ke-effektif-an komisi-komisi tersebut dalam
mencapaitujuan.
Penutup
Penambahan Lembaga Lembaga Negara yang baru menunjukkan adanya
perubahan yang tidak sistimatik dan tidak terkait secara keeluruhan dan tidak effisien
serta effektif, karena banyak kebijakan-kebijakan baik yang tidak dijalankan di lapangan( baca: masyarakat ) sehingga tidak tercapai tujuan untuk menjalankan sistem
pemerintahan yang baik , karena terjadi " rfialfunction ".
Perubahan Undang Undang, Dasar 1945 sebanyak 4 ( empat ) tahap menyebabkan
beberdpa per.ubahan kewenangan lembaga Negara sehingga sistem pemerintahan di
lndonesia mempunyai kekhususan yang sangat berbeda dengan Negara lainnya, baik
Negara republik maupun Negara federasi, karena walaupun ada pembagian
kekuasaan, dan ada Dewan Perwakilan Daerah, namun sistem pemerintahan lndonesia
bukan sistem 2 ( dua ) kamar (bicameral).
Akan tetapi adanya peningkatan pembentukan lembaga Negara baru yang disebut
Komisi - Komisi 'menjadi paradigrna baru dalam pemerintahan. Keadaan ini harus
segera di evaluasi agar tidak terjadi mal function dan ada effisiensi lembaga Negara
dengan mengecilkan jumlah lembaga Negara yang kewenangannya tidak ada
pen garuhnya, terhadap.jalannya pemerintahan.
Evaluasi,ini juga yang akan mernperkecit ( bahkan menutup) ruang kosong yang
terjadi di masyarakat.
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